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BUPATI JEIHEPON?O

PROVINSI SULAWESI SELATAIT

PERATURAI{ BUPATI JENEPONTO
NOMOR oe TAHUN ?OLG

TEIITANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEI{EPONTO
NOMOR 16 TATIUN 2012 TENTANG PEMBENTUI{AN UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
I(ABUPATEN JENEPONTO

Menimbang

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan maka

Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2Al2 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten Jeneponto tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini
maka perlu diadakan penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto

tentang Perubahan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16

Tahun 2A12 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tetang

Pokok-Pokok Kepagawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia. Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999-

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik InAonesi{
Nomor 3890);
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomo 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OO9

tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2oll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Ol+

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996

tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 36371;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4l Tahun 2OOT

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOT tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 56 Tahun 2OtO tentang Perubahan atas Peraturan
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9771

MenkeslPer lXll 2OO9, tentang Standar Kompetensi Pejabat

Struktural Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah

Kabupaten Jeneponto Tahun 2O08 Nomor 1871;

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto

Tahun 2OO8 Nomor 189).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPA?I JEIIEPONI1O TENTANG PERUBAIIAN ATAS
PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 16 TAHUN 2OL2
TENTANG PEMBENTUI(AIY UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KESEHATAN I{ABUPATEN JENEPONTO
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Jeneponto diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 angka yang
Puskesmas sehingga keseluruhan pada Pasal

Jeneponto Nomor 16 Tahun 2OL2
pada Dinas Kesehatan Kabupaten

semula 18 Puskesmas menjadi 19
2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pada 11
(sebelas) Kecamatan di Kabupaten Jeneponto dengan Nama Pusat Kesehatan
Masyarakat disingkat PUSKESMAS sebagai berikut:

1. Puskesmas Bontosunggu Kota
2. Puskesmas Binamu Kota
3. Puskesmas Binamu
4. PuskesmasBontomatene
5. Puskesmas Bululoe
6. Puskesmas Tolo
7. Puskesmas Rumbia
8. Puskesmas Tino
9. Puskesmas Tarowang
10. Puskesmas Togo-Togo
11. Puskesmas Arungkeke
72. Puskesmas Tamalatea
13. Puskesmas Bontoramba
t4. Puskesmas Bangkala
15. Puskesmas Buludoang
16. Puskesmas Barana
L7. Puskesmas Tompobulu
18. Puskesmas Kapita
19. Puskesmas Bulusibatan
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Pasal II

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : ,lt 77a61sA0.1 2016

- Diundangkan df i Jeneponto
\-, pada tanggal : 42 ,Ahtr.lAN 2016

NIP

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016 NOMOR ..97....

ASISTE'll ADM. uMuM

KABAG HUKUffi & PER. IJIJ

IOSUBAG PER, tJtJ & OOK }ttT'US

Pembina. Utarna Muda
19660420 199103 1 008


